
BUPATI KERINCI 
PRO VINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR SI TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang : 	bahwa untuk me laksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan 
Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tenta.ng 
Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatart dart 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Men in at 

	

	1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dal= 
Lingkungan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Undang-undang (Lembaran. Negara Republik 
Indonesia Tahun1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 
nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011 tantang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara clan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau. dalarn 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5657); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaiman a 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perui.bah.an  
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakya.t Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentan.g Pedoman Pengelolaan investasi PemerintahlDaerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun. 2017 
tentang Pengelo:mpokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun. 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertan.ggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan„ 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja. 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pem.bangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah„ 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah te:ntartg: 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja. 
Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran. Pendapatan clan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahu:n 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 

3); 



24. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2016 Nornor 5), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketig,a 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 
Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021. 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lernbar an 
Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021) 

MEMLITUSKAN : 

Menetapkan 	PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN ANGGARAN .2022. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan. 

Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi 
kewenangan otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 

Kabupaten Kerinci. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelanggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
kabupaten. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjum3ra 
disebut APBD Kabupaten Kerinci adalah rencana keuan.gan tahunan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang dibahas dan disetujui bersam.a oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan DPRD, dan ditetapka:n d.engan 
Peraturan Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan 
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengurangan yang akan diterima kembali, balk dalam tahun berkenaan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daera.h. 

Pasal 3 
Anggaran 	pendapatan 	daerah 	tahun 	anggaran 	2022 	sebe sar- 
Rp.1.101.031.398.381,- yang bersumber dan: 

a. Pendapatan ash daerah; 
b. Pendapatan transfer; 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 4 
(1). Anggaran pendapatan ash daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hunif a 

sebesar Rp.33.782.974.866,- yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 



c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
d. Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah; 

(2).Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.10.839.036.641,- 

(3).Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 
Rp.4.909.000.000,- 

(4).Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ((1 huruf c sebesar Rp.8.962.116.225,- 

(5).Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c sebesar Rp.9.072.822.000,- 

Pasal 5 
(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesaz-

Rp.10.839.036.641,-, yang terdiri atas: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Re klam.e ; 
d. Pajak Penerangan Jalan; 
e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); 
g. Bea Perolehan. Hak Atas Tan.ah dan Bangunan (BPHTB); 

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.125.000.000,- 

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 
Rp.1.000.000.000,- 

(4) Pajak Reldame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rp.220.000.000,- 

(5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 
Rp.4.700.000.000,- 

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf 
e. sebesar Rp.3.200.000.000,- 

(7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) seba gairna.na  
dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.094.036.641,- 

(8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.500.000.000,- 

Pasal 6 
(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp.4.909.000.000,-, yang terdiri atas: 
a. Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; 
c. Retribusi Perizinan Tertentu 

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.2.005.000.000,- 

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 
Rp.2.804.000.000,- 

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rp.100.000.000,- 

Pasal 7 
(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp.8.962.116.225,- yang terdiri atas: 
a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan 

Modal pada BUMD; 
b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Pe:nyertaan 

Modal pada BUMD sebagaimana pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.Ni hil 

Pasal 8 
(1) Anggaran Lain - lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar R12.9.072.822.000,- yang terdiri atas: 
a. Hasil Penjualan BMD yang tidal( dipisahkan; 
b. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 	
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c. Pendapatan Bunga; 
d. Penerimaan Atas Tuntutan Gan1:i Kerugian Keuangan Daerah; 
e. Pendapatan BLUD; 
f. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 

(2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
huruf a sebesar sebesar Rp.50.000.000,- 

(3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b sebesar Rp. Nihil 

(4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hrufu c sebesar 
Rp.1.000.000.000 

(5) Penerimaan. Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana pada 
ayat (1) huruf d sebesar Rp.250.000.000,- 

(6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 
Rp.Nihil,- 

(7) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
sebagaimana pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.7.572.822.000,- 

Pasal 9 
(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

sebesar Rp.1.062.248.423.515,- yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah; 

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a sebesar Rp.1.019.554.762.177,- 

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b 
sebesar Rp.42.693.661.338,- 

Pasal 10 
(1) Anggaran Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.5.000.000.000,- yang terdiri atas: 
a. Pendapatan Hibah; 
b. Lain - lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan 
(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selbesar 

Rp.5.000.000.000,-,- 
(3) Lain - lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. Nih:il 
Pasal 11 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rp.1.116.572.167.204,- yang terdiri atas: 
a. Belanja operasi; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal 12 
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a 

sebesar Rp.702.726.713.375,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.457.941.260.783,- 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp.201.756.067.294,- 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp.Nihil 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp.Nihil 



(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp.43.004.385.298,- 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp.25.000.000,- 

Pasal 13 
(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat. (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.457.941.260.783,- yang terdiri atas: 
a. Gaji dan tunjangan ASN 
b. Tambahan Penghasilan ASN 
c. Tambahan Pengahasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 
d. Gaji dan Tunjangan DPRD 
e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH. 
f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

(2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.318.276.268.253,- 

(3) Tambahan Pengahasilan ASN sebagaimana pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.44.343.787.790,- 

(4) Tambahan Penghasilan Berdasarakan Pertimbangan Objektif Lamya ASN 
sebagaimana pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.79.756.591.240,- 

(5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rp.14.057.101.940,- 

(6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana pada ayat (1) huruf d sebesar 
Rp.872.711.560,- 

(7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana pada 
ayat (1) huruf f sebesar Rp.634.800.000,- 

Pasal 14 
(1)Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar R.p.318.276.268.253,- yang terdiri atas: 
a. Gaji pokok ASN; 
b. Tunjangan Keluarga ASN; 
c. Tunjangan Jabatan ASN; 
d. Tunjangan Fungsional ASN; 
e. Tunjangan Fungsional Umum ASN; 
f. Tunjangan Beras ASN; 
g. Tunjangan PPh/Thnjangan Khusus ASN; 
h. Pembulatan Gaji ASN; 
i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN; 
j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; 
k. Iuran Jaminan Kematian ASN; 
1. Iuran Simpanan. Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; 

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.239.070.564.830,- 

(3) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar 
Rp.22.656.941.435,- 

(4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rp.6.449.448.247,- 

(5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu:nif d 
sebesar Rp.15.048.945.000,- 

(6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e 
sebesar Rp.3.868.917.626,- 

(7) Tunjangan Beras ASN sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar 
Rp.13.499.646.307,- 

(8) Tunjangan PPh/Tunjan.gan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf g sebesar Rp.542.336.932,- 

(9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar 
Rp.5.432.263,- 

(10)Iuranan Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i 
sebesar Rp.13.952.520.387,- 

(11)1uran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) 
hurufj sebesar Rp.526.391.130,- 
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(12)Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k 
sebesar Rp.1.564.278.293,- 

(13)1uran Simpan.an Peserta Tabungan. Perumahan Rakyat ASN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf1 sebesar Rp.1.090.845.803,- 

Pasal 15 
(1)Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.343.787.790,-, yang nterupakan 
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; 

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebesar Rp.44.343.787.790,- 

Pasal 16 
(1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp.79.756.591.240,- yang terdiri atas: 

a. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah; 
b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah; 
c. Belanja tunjangan profesi guru PNSD; 
d. Belanja tambahan penghasilan guru PNSD; 
e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; 
f. Belanja Honorairum; 
g. Belanja jasa pengelolaan BM1D; 

(2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.110.675.000,- 

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp.35.858.640,- 

(4) Belanja tunjangan profesi guru PNSD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 
huruf c sebesar Rp.68.276.010.000,- 

(5) Belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d sebesar Rp.1.877.220.000,- 

(6) Belanja jasa kesehatan bagi ASN sebagaiman dimaksud padat ayat (1) huruf e 
sebesar Rp.nihil,- 

(7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f sebesar 
Rp.9.339.227.600,- 

(8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
sebesar Rp.117.600.000,- 

Pasal 17 
(1) Anggaran gaji dan tunjangan. DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.057.101.940,-, yang terdiri atas: 
a. Uang Representasi DPRD; 
b. Tunjangan Keluarga DPRD; 
c. Tunjangan Beras DPRD; 
d. Uang Paket DPRD; 
e. Tunjangan Jabatan DPRD; 
f. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD; 
g. Thnjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD; 
h. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD; 
i. Tunjangan Reses DPRD; 
j. Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; 
k. Pembulatan Gaji DPRD; 
1. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; 
m. Tunjangan Transfortasi DPRD; 

(2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sebesar Rp.671.790.000,- 

(3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar 
Rp.68.266.800,- 

(4) Tunjangan Beras DPRD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rp.61.677.000,- 

(5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 
Rp.67.179.000,- 



(6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaiman dimaksud padat ayat (1) huruf e 
sebesar Rp.974.095.500,- 

(7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f 
sebesar Rp.112.000.000,- 

(8) Tunjangan. Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf g sebesar Rp.105.722.400,- 

(9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)h sebesar Rp.3.780.000.000,- 

(10) Tunjangan Reses DPRD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar 
Rp.630.000.000,- 

(11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf j sebesar Rp.282.290.722,- 

(12) Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar 
Rp.18.760,- 

(13) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf 1 sebesar Rp.3.683.631.758,- 

(14) Tunjangan Transfortasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rn 
sebesar Rp.3.620.430.000,- 

Pasal 18 
(1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 

13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.872.711.560,-, yang terdiri atas: 
a. Gaji Pokok KDH/WKDH; 
b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH; 
c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH; 
d. Tunjangan Beras KDH/WKDH; 
e. Tunjangan PPh/Tunjan.gan Khusus KDH/WKDH; 
f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH; 
g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH; 
h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; 
i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; 
j. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; 
k. Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi 

KDH/WKDH; 
(2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 

Rp.59.600.000,- 
(3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 

sebesar Rp.8.933.400,- 
(4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c 

sebesar Rp.98.280.000,- 
(5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

sebesar Rp.8.414.000,- 
(6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaiman dimaksud padat 

ayat (1) huruf e sebesar Rp.4.121.600,- 
(7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f sebesar 

Rp.28.000,- 
(8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf g sebesar Rp.106.000.000,- 
(9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)h sebesar Rp.600.000,- 
(10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat: (1) 

huruf i sebesar Rp.600.000,- 
(11) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaiman 

dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp.442.700.000,- 
(12) Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah bagi 

KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar 
Rp.143.434.560,- 

Pasal 19 
(1) Anggaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDEI/VnDH 

sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 
Rp.634.800.000,-, yang terdiri atas: 
a. Dana Operasional Pimpinan DPRD; 
b. Dana Operasional KDH/WKDH; 



c. Belanja Pegawai BLUD; 
(2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayail: (1) huruf 

a sebesar Rp.235.200.000,- 
(3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 

sebesar Rp.399.600.000,- 
(4) Belanja Pegawai BLUD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 

Rp.nihil,- 
Pasal 20 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.201.756.067.294,-, yang terdiri 
a. Belanja Barang; 
b. Belanja Jasa; 
c. Belanja Pemeliharaan; 
d. Belanja Perjalanan Dinas; 
e. Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/mas:yarakat; 
f. Belanja Barang dan Jasa BOS; 

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.42.218.553.710,- 

(3) Belanja Jasa sebagaimana pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.97.820.978.659,- 
(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana pada ayat (1) huruf 	c sebesar 

Rp.16.785.150.925,- 
(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana pada ayat (1) huruf d sebesar 

Rp.40.645.944.000,- 
(6) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/rnasyarakat 

sebagaimana pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.2.357.800.000,- 
(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana pada ayat (1) huruf d sebesar 

Rp.1.925.000.000,- 
Pasal 21 

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp.91.851. 153.512, -, yang terdiri atas: 
a. Belanja Jasa Kantor; 
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi; 
c. Belanja Sewa Tanah; 
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin; 
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan; 
f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi; 
g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya; 
h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi; 
i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; 
j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 
k. Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan 

dan Pelatihan; 
I. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Polak 

Daerah; 
(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 

Rp.72.195.183.549,- 
(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

sebesar Rp.5.078.697.900,- 
(4) Belanja Sewa Tanah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 

Rp.46.000.000,- 
(5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayal. (1) huruf 

d sebesar Rp.3.150.550.200,- 
(6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e sebesar Rp.2.440.400.000,- 
(7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f sebesar Rp.Nihil. 
(8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf g 

sebesar Rp.26.700.000,- 
(9) Belanja Jasa Kosultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat ( I ) huruf h 

sebesar Rp.12.191.020.260,- 
(10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaiman dimaksud pada ay-at (1) i 

sebesar Rp.200.000.000,- 



(11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j 
sebesar Rp.550.000.000,- 

(12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan clan. 
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar 
Rp.1.356.941.000,- 

(13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp.585.485.750,- 

Pasal 22 
(1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.785.150.925,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; 
b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan. Bangunan; 
c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi; 

(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a sebesar Rp.6.991.829.700,- 

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b sebesar Rp.4.577.065.585,- 

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaiman dimaksud pada 
ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.216.255.640,- 

Pasal 23 
(1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.645.944.000,-, yang merupakan 
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a sebesar Rp.40.645.944.000,- 

Pasal 24 
(1) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp.2.357.800.000,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; 
b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; 

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf a sebesar Rp.2.334.850.000,- 

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat 
dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.22.950.000,- 

Pasal 25 
(1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.925.000 .000,- , yang rrierupa_kan 
Belanja belanja barang dan jasa 1305; 

(2) Belanja belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a sebesar Rp.1.925.000.000,- 

Pasal 26 
(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf 

e direncanakan sebesar Rp.43.004.385.298,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja hibah kepada BUMD; 
b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum; 
c. Belanja Dana BOS; 
d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 

(2) Belanja hibah kepada BUMD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sebesar Rp.800.000.000,- 

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang 
berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 
Rp.11.870.153.000,- 

(4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rp.29.743.440.000,- 

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik se lbagairnana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.590.792.298,- 

RIMY. 



Pasal 27 
(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.000.000,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja bantuan sosial kepada individu; 
b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga; 
c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; 

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a. sebesar Rp.25.000.000,- 

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b. sebesar Rp.nihil,-. 

(4) Belanja Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.nihil,-. 

Pasal 28 
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp.138.353.687.364,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah; 
b. Belanja modal peralatan dan mesin; 
c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 
e. Belanja modal aset tetap lainnya; 
f. Belanja modal aset lainnya; 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.2.500.000.000,- 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b sebesar Rp.13.487.030.878,- 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c sebesar Rp.59.173.916.639,- 

(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d sebesar Rp.62.961.898.337,- 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( e 
sebesar Rp.65.000.000,- 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagimana dimaksud pada ayat (1) huru:I!' f sebesar 
Rp.165.841.510,- 

Pasal 29 
(1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,-, yang merupakan Belanja 
modal tanah persil; 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.2.500.000.000,- 

Pasal 30 
(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.487.030.878,-„ yang 
terdiri atas: 
a. Belanja modal alat an.gkut; 
b. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur; 
C. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga; 
d. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar; 
e. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan; 
f. Belanja modal alat laboratorium; 
g. Belanja modal komputer; 
h. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD; 

(2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sebesar Rp.2.214.535.000,- 

(3) Belanja modal alat bengkel dan alat ulcur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b sebesar Rp.13.837.500,- 

(4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c sebesar Rp.3.172.436.241,- 

(5) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1) hruf d sebesar Rp.331.834.955,- 

(6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e sebesar Rp.70.000.000,- 



(7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
sebesar Rp.5.236.578.352,- 

(8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar 
Rp.2.447.808.830,- 

(9) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf h sebesar Rp.nihil,- 

Pasal 31 
(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud clalam 

Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.173.916.639,-, yang 
terdiri atas: 
a. Belanja modal bangunan gedung; 
b. Belanja modal tungu titik kontrol/pasti; 
c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD; 

(2) Belanja modal bangunan gedung .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sebesar Rp.54.784.451.639,- 

(3) Belanja modal tugu titik kontrol,/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b sebesar Rp.4.389.465.000,- 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud :pada ayat 
(1) huruf c sebesar Rp.nihil,- 

Pasal 32 
(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
yang terdiri atas: 
a. Belanja modal jalan dan jembatan; 
b. Belanja modal bangunan air; 
c. Belanja modal instalasi; 
d. Belanja modal jaringan; 

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a sebesar Rp.52.281.726.087,- 

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
sebesar Rp.8.976.632.674,- 

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 
Rp.219.390.000,- 

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 
Rp.1.484.149.576,- 

Pasal 33 
(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.65.000.000,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja modal bahan perpustakaan.; 
b. Belanja modal aset tidak berwujud; 
c. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD; 

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayal: (1) 
huruf a sebesar Rp.50.000.000,- 

(3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayait (1) huruf 
b sebesar Rp.15.000.000,- 

(4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c sebesar Rp.165.841.510,- 

Pasal 34 
(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ay at (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp.9.737.550.301,-, yang merupakan Belanja 
belanja tidak terduga; 

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.9.737.550.301,- 

Pasal 35 
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp.265.754.216.164,-, yang terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil; 
b. Belanja bantuan keuangan; 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.1.574.803.664,- 



(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 
sebesar Rp.264.179.412.500,- 

Pasal 36 
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 
Rp.26.540.768.823,-, yang terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

pada ayat (1) huruf b 

2022 direncanakan sebesar 

Pasal 37 
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

huruf a direncanakan sebesar Rp.26.540.768.823,-, yang terdiri atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimarla 
dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.26.540.768.823,- 

(3) Pencairan dana cadangan seba,gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
sebesar Rp.nihil,- 

Pasal 38 
(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 37 ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.26.540.768.823,- yang merupakan Penghematan belanja; 

(2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.26.540.768.823,- 

Pasal 39 
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

huruf b sebesar Rp.11.000.000.000,-, yang terdiri atas: 
a. Penyertaan modal daerah; 
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 
Rp.11.000.000.000,- 

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.nihil,- 

Pasal 40 
Selisih antara anggaran pendapa tan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp.(15.540.768.823),- 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terh.adap 
pengeluaran pembiayaan sebesar IRp.15.540.768.823,- 

Pasal 41 
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan i Peraturan Bupati ini terdiri dan: 
1. Lampiran I 	Ringkasan 	Penjabaran 	APBD 	Yang 	Diklasifikasi 	Meilurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

2.  Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelom:pok, Jenis, 
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3.  Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 
4.  Lampiran VI Daftar 	Nama 	Penerima, 	Alamat 	Penerima, 	dan 	Besaran 

Bantuan Sosial; 
5.  Lampiran V Daftar 	Nama 	Penerima, 	Alamat 	Penerima, 	dan 	Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
6.  Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja 

bagi hasil; 
Pasal 42 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan bagian yang tiktak 
terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 

-Il  



ATI KERINCI, 

Pasal 43 
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 44 
Peraturan Bupati Kerinci ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Sungai Pe:nuh, 
pada tanggal 2.5 DOserri6te 2021 

ADIROZAL 
•••••••"-- 

Diundangkan di Sungai Penuh 
pada tanggal L pesernE,“. 	2021 

SEKRET IS DAERAH KABUPATEN KERINCI, 

ZAIN L EFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR : '341 

IBM 
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